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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

 
Prosesnya mungkin ga mudah, tapi endingnya bikin ga berenti bilang Alhamdulillah. 

-unknown- 

 

Prosesmu mungkin sedikit lambat, tapi rencana Allah SWT pasti tepat. 

-unknown- 

 
 
 
 
    
 
 
  
     Ku persembahkan setulus hati untuk : 

• Orang tua dan Mbahku 

• Adik-Adikku 

• Kekasihku  

• Sahabat dan teman-temanku 
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ABSTRAK 
 

MORAL PAJAK, PENEGAKAN HUKUM DAN SISTEM PERPAJAKAN 
TERHADAP PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK 

 
Oleh : 

 
Nanda Irma Rahmawati 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris moral pajak, 
penegakan hukum dan sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner. Responden pada 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 
pekerjaan bebas di Kota Palembang, Prabumulih dan Lubuklinggau dengan jumlah 
responden yang dianalisis sebanyak 143 responden. Hasil analisis dengan 
menggunakan Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) 
menunjukkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 
penggelapan pajak, sementara penegakan hukum dan sistem perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.  
 
Kata kunci : Moral pajak, penegakan hukum, sistem perpajakan, persepsi 
etis penggelapan pajak  
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ABSTRACT 
 

TAX MORALE, LAW ENFORCEMENT AND TAX SYSTEM  
ON ETHICAL PERCEPTIONS OF TAX EVASION 

 
By : 

 
Nanda Irma Rahmawati 

 
 This study aims to empirically examine tax morals, law enforcement and the 
tax system on ethical perceptions of tax evasion. This study uses a survey method 
with a questionnaire. Respondents in this study were individual taxpayers 
conducting business activities and independent work in Palembang City, 
Prabumulih and Lubuklinggau with 143 respondents analyzed. The results of the 
analysis using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) 
show that tax morals have no effect on the ethical perception of tax evasion, while 
law enforcement and the tax system have a negative effect on the ethical perception 
of tax evasion. 
 
 
Keywords: Tax morale, law enforcement, taxation system, ethical perception of 
tax evasion. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki 3 sistem dalam pemungutan pajak sehingga menjadi 

pendapatan negara. Ardi et al (2016) menyatakan bahwa ada 3 cara tersebut adalah 

withholding system, official assessment system dan self assessment system.  Official 

assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang fiskusnya diberi 

kewenangan oleh wajib pajak dalam menghitung besaran pajaknya, biasanya 

dipakai untuk penyelesaian pajak bumi dan bangunan. Withholding system adalah 

sistem pemungutan pajak yang pihak ketiga diberi kewenangan oleh wajib pajak  

agar menghitung besaran pajaknya. Self assessment system adalah sistem 

pemungutan pajak yang wajib pajak menjumlah, membayar dan memberitahukan 

pajaknya sendiri dan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pada 

kenyataannya proses menghitung sendiri ini sering menjadi jalan untuk wajib pajak 

melakukan penghindaran pajak secara illegal (penggelapan pajak) dimana hal 

tersebut dapat berpengaruh ke dalam tingkat penerimaan pajak di Indonesia 

(Nurfaizah & Zulkifli, 2020).  

 Andriyani et al (2018) menyatakan menghindari pajak terutang dengan cara 

yang tidak sah/illegal merupakan definisi dari penggelapan pajak. Hal tersebut 

mengarah kepada perbuatan yang kurang tepat karena melanggar serta tidak selaras 

dengan peraturan dalam perpajakan. Hal yang tidak tepat ini juga sering terjadi 

dikarenakan tidak kuatnya peraturan di Indonesia. Seputro & Ratih (2022) 



 
 

menyatakan bahwasanya wajib pajak merasa berat hati dalam membayar pajak 

karena beranggapan menyetor pajak akan mengurangi penghasilan yang wajib 

pajak dapatkan. Hal tersebut menyebabkan perolehan kas dari pajak di Indonesia 

tidak selaras dengan sasaran yang dikukuhkan. Berikut ini data realisasi penerimaan 

perpajakan pada Tahun 2016-2021 : 

Tabel 1.1 Gambaran Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional (dalam triliun 
rupiah) 

Tahun Target Realisasi Capaian % 

2016 1.355 1.105 81,56% 

2017 1.283 1.151 91,23% 

2018 1.424 1.315,5 92,2% 

2019 1.577,6 1.332,1 84,4% 

2020 1.198,8 1.019,56 85,65% 

2021 1.229,6 1.277,5 103,90% 
          Sumber : Lokadata (2021) 

 Di tahun 2020 perwujudan penerimaan pajak yakni sejumlah Rp 1.019,56 

triliun dari target/sasaran Rp 1.198,8 triliun sehingga masih adanya kekurangan 

sebesar Rp 179 triliun dari target/sasaran. Tahun 2019 realisasinya Rp 1.332,1 

triliun dimana target yang ditentukan Rp 1.577,6 triliun. Tahun-tahun sebelumnya 

juga target dan realisasinya masih tetap memiliki selisih. Santana et al (2019) 

mengatakan alasan penerimaan pajak belum mencapai target/sasaran hingga tahun 

2020 dikarenakan salah satunya adalah penggelapan pajak. Usaha untuk 

mengurangi pajak dengan cara yang salah ini bisa berupa memanipulasi data atau 

mengisi data tidak tepat.  



 
 

 Kasus penggelapan pajak di Sumatera Selatan salah satunya adalah DT 

merupakan kepala cabang PT.GIPE dan sebagai pengendali PT.DPM Palembang. 

DT diduga kuat melakukan penggelapan pajak dengan penggunaan faktur pajak 

yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Akibat perbuatan pidana pajak yang 

dilakukannya sejak Januari 2017- Desember 2018, kerugian negara mencapai 

Rp24,4 Miliar sehingga DT dijerat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. DT diancam pidana penjara paling 

singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta didenda minimal 2 kali asampai 6 kali 

jumlah pajak dalam faktur pajak (Redaksi, 2022). 

 Penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai beragam faktor yang 

memengaruhi persepsi etis penggelapan perpajakan. Beberapa faktor itu 

diantaranya yakni keadilan (N. K. P. Dewi et al., 2021; Karlina et al., 2021; Marlina, 

2018; Pitoyo, 2022; Seputro & Ratih, 2022; Yuliyanti et al., 2017) moral pajak 

(Andriyani et al., 2018; Maharani et al., 2021; Pratama et al., 2020; Sadjiarto et al., 

2019; Seputro & Ratih, 2022; Zirman, 2015), penegakan hukum (Andini et al., 

2018; Ayem & Listiani, 2018; Meidita & Ngadiman, 2020; Pujiastuti & Indriyani, 

2021; Rashid & Ahmad, 2020), sistem perpajakan (Aji et al., 2021; N. K. P. Dewi 

et al., 2021; Hasanah & Mutmainah, 2020; Karlina et al., 2021; Maghfiroh & 

Fajarwati, 2016; Nurfadila, 2020; Pitoyo, 2022; Sudiro et al., 2021; Tumewu & 

Wahyuni, 2018; Winarsih, 2018; Yuliyanti et al., 2017), sanksi perpajakan  (N. K. 

P. Dewi et al., 2021; Kamil, 2021; Karlina et al., 2021; Saragih & Rusdi, 2022; 



 
 

Yuliyanti et al., 2017), diskriminasi (Karlina et al., 2021; Marlina, 2018; Nurfaizah 

& Zulkifli, 2020; Saragih & Rusdi, 2022), religiusitas (Karlina et al., 2021; Pratama 

et al., 2020; Pujiastuti & Indriyani, 2021; Seputro & Ratih, 2022), pemahaman 

pajak (Karlina et al., 2021; Marlina, 2018; Pitoyo, 2022), money ethics (Maharani 

et al., 2021; Seputro & Ratih, 2022), tarif  pajak (Saragih & Rusdi, 2022; Yuliyanti 

et al., 2017), kepatuhan wajib pajak (Andini et al., 2018; Marlina, 2018).  

 Penelitian ini akan menguji kembali tiga faktor yang diduga memengaruhi 

persepsi etis  penggelapan pajak yang terdiri dari moral pajak, penegakan hukum 

dan sistem perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu meneliti moral pajak 

memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak seperti yang di 

teliti (Andriyani et al., 2018; Pratama et al., 2020; Seputro & Ratih, 2022; Zirman, 

2015), namun penelitian seperti yang di teliti oleh Maharani et al (2021) meneliti 

moral pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Faktor 

penegakan hukum yang diteliti oleh (Ayem & Listiani, 2018; Meidita & Ngadiman, 

2020) menghasilkan kesimpulan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap 

persepsi etis penggelapan pajak, namun penelitian lain yang dilakukan oleh (Utami, 

2015) menghasilkan kesimpulan penegakan hukum berpengaruh terhadap persepsi 

etis penggelapan pajak. Terakhir faktor sistem perpajakan yang diteliti oleh 

(Aliyudin et al., 2021; N. K. P. Dewi et al., 2021; Karlina et al., 2021; Pujiastuti & 

Indriyani, 2021; Tumewu & Wahyuni, 2018; Yuliyanti et al., 2017) menghasilkan 

kesimpulan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

penggelapan pajak, namun penelitian (Aji et al., 2021; Hasanah & Mutmainah, 

2020; Maghfiroh & Fajarwati, 2016; Nurfadila, 2020; Pitoyo, 2022; Sudiro et al., 



 
 

2021; Winarsih, 2018) menghasilkan kesimpulan lain bahwa sistem perpajakan 

berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.  

 Faktor pertama yang diduga memiliki pengaruh terhadap persepsi etis 

penggelapan pajak adalah moral pajak. Menurut Yurika (2016) moral pajak lebih 

mengukur kepada sikap dan pendirian seseorang, dibandingkan dengan mengukur 

perilaku seseorang. Menurut Andriyani et al (2018) moral perpajakan ialah motivasi 

yang ada dari dalam diri untuk membayar besaran pajaknya sesuai dengan 

kewajiban. Moral pajak dianggap sebagai motivasi internal seseorang dalam 

melaksanakan sebuah tindakan, tindakan tersebut dilandaskan pada nilai norma dan 

nilai budaya (Pujiastuti & Indriyani, 2021).  

 Menurut Sadjiarto et al (2019) moral pajak dapat diartikan sebagai kesediaan 

individu dalam membayar pajak, kesediaan ini tidak tergantung pada perilaku wajib 

pajak untuk mematuhi aturan dan stigma social. Pratama et al (2020) menguji 

pengaruh moral pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak dengan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftarkan dalam KPP 

Pratama Singaraja. Hasil risetnya menunjukan bahwa moral pajak membawa 

pengaruh negatif kepada persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Hasil riset itu berkonsisten terhadap hasil riset yang dilaksanakan oleh Seputro & 

Ratih (2022) yang menggunakan sampel penduduk kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya dan Andriyani et al (2018) yang sampelnya adalah wajib pajak orang 

pribadi terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Sadjiarto et al (2019) 

menguji hal yang sama dengan menggunakan sampel wajib pajak di Kota Surabaya, 

Jakarta dan Medan menandakan yakni moral pajak ada pengaruhnya kepada 



 
 

persepsi etis mengenai tax evasion. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Maharani 

et al (2021) yang menguji hal yang serupa dengan menggunakan sampel wajib 

pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Gianyar menyatakan bahwasanya 

moral pajak tidak ada pengaruhnya kepada persepsi etis wajib pajak terkait tax 

evasion. 

  Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan 

pajak adalah faktor penegakan hukum. Penegakan hukum berarti ketentuan yang 

diciptakan supaya wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam pajak serta adanya 

rasa adil Ayem & Listiani (2018). Penegakan hukum dengan menggunakan sanksi-

sanksi perpajakan diharapkan mampu memberi efek jera agar tidak ada lagi yang 

melakukan penggelapan pajak (Meidita & Ngadiman, 2020).  

 Ayem & Listiani (2018) menguji pengaruh penegakan hukum berpengaruh 

terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sampel 

wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Hasil penelitiannya penegakan 

hukum berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Meidita & Ngadiman (2020) dengan memakai sampel wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama DKI Jakarta. Rashid & Ahmad (2020) menguji hal yang 

sama menggunakan sampel mahasiswa bisnis Universitas Bangladesh menunjukan 

hasil yang berbeda yaitu penegakan hukum yang buruk tidak ada pengaruhnya 

kepada penggelapan pajak.  

 Faktor ketiga yang diduga memengaruhi persepsi etis penggelapan 

perpajakan yaitu sistem perpajakan. Metode yang disusun dalam mengatur 



 
 

bagaimana tata cara pemungutan pajak agar dapat masuk ke dalam kas negara 

merupakan definisi sistem perpajakan (Pitoyo, 2022). Sistem pajak juga diartikan 

sebagai mekanisme/tata cara untuk mengatur wajib pajak untuk menyetorkan pajak 

seperti melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan besaran perpajakannya 

(Winarsih, 2018). 

 N. K. P. Dewi et al (2021) menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap 

persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak menggunakan 

sampel wajib pajak individual yang melaksanakan aktivitas usaha serta pekerjaan 

bebas yang didaftarkan dalam KPP Pratama Badung Selatan dengan hasil sistem 

perpajakan tidak ada pengaruhnya kepada persepsi etis WP badan terkait 

penggelapan pajak. Hasil itu didukung oleh riset Yuliyanti et al (2017) menguji 

menggunakan sampel wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Boyolali dan 

Aliyudin et al (2021) menguji menggunakan sampel wajib pajak di Universitas 

Majalengka. Hasil berbeda dengan penelitian Pitoyo (2022) menggunakan sampel 

wajib pajak yang terdaftar di KPP Platama bekasi menunjukkan hasil sistem 

perpajakan ada pengaruhnya negatif kepada persepsi etis penggelapan pajak. Hasil 

riset Marlina (2018) menggunakan sampel wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam 

memperlihatkan hasil sistem perpajakan ada pengaruhnya positif kepada persepsi 

etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.  

 Riset berikut mengintegrasikan variabel moral pajak dari penelitian 

Andriyani et al (2018), variabel penegakan hukum dari penelitian Ayem & Listiani 

(2018), dan variabel sistem perpajakan dari penelitian Pitoyo (2022). Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada sampel dan alat 



 
 

analisis. Sampel penelitian ini berfokus pada sampel wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang ada di tiga kota besar di 

Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Kota Palembang, Kota LubukLinggau, 

dan Kota Prabumulih. Pemilihan di Kota Palembang dikarenakan tingkat target 

pajak di tahun 2021 sebesar Rp 1.080 triliun sedangkan realisasinya baru diangka 

Rp 774 miliar atau 71,16 persen. Kota Lubuklinggau menargetkan penerimaan 

pajak sebesar Rp 54 miliar tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 38 miliar atau 74 

persen. Kota Prabumulih menargetkan Rp 500 juta untuk target hiburan tetapi 

terealisasi hanya Rp 300 juta. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM Warp-

PLS 7.0. Alasan menggunakan warp-pls karena penelitian ini menggunakan 

variabel laten (kepuasan, inovasi, karakteristik) sehingga mengukurnya 

menggunakan indikator, hubungan konstruknya bersifat satu arah dan dapat bekerja 

dengan sampel yang kecil. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Wajib pajak wajib menyetor pajak kepada negara walaupun wajib pajak tidak 

merasakan imbalan apapun. Pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran masih 

sering terjadi yang mengakibatkan penerimaan target pajak selalu tidak mencapai 

target yang ditentukan (Seputro & Ratih, 2022). Oleh karena itu, persepsi etis 

penggelapan pajak merupakan cara untuk melihat persepsi dari wajib pajak  tentang 

penerimaan pajak yang tidak tercapai. Moral pajak, penegakan hukum dan sistem 

perpajakan merupakan faktor diduga memiliki pengaruh terhadap persepsi etis 



 
 

penggelapan pajak. Mengamati penjabaran itu, rumuskan masalah pada riset ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana moral pajak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan 

pajak? 

2. Bagaimana penegakan hukum berpengaruh terhadap persepsi etis 

penggelapan pajak? 

3. Bagaimana sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis 

penggelapan pajak? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menguji secara empiris pengaruh moral pajak terhadap persepsi etis 

penggelapan pajak 

2. Menguji secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap persepsi 

etis penggelapan pajak 

3. Menguji secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi 

etis penggelapan pajak 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

 

 



 
 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur 

mengenai fenomena persepsi etis penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh moral 

pajak, penegakan hukum dan sistem perpajakan. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta 

gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait persepsi etis wajib pajak orang 

pribadi menggenai penggelapan pajak, moral pajak, penegakan hukum serta sistem 

perpajakan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak bisa memberikan arahan kepada 

wajib pajak untuk lebih memahami pentingnya untuk membayarkan pajak serta 

menjadikan wajib pajak patuh dan sadar untuk melakukan kewajibannya dalam 

rangka meningkatkan penerimaan pajak.  
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